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BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1),
Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (3),
Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31,
Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35,
Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1),
Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3),
Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1),
Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 47,
Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 51 ayat (1) dan
ayat (5), Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), Pasal 55 ayat (2),
dan Pasal 56 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dikenai
sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) berupa:

(3)

(4)

(5)

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data
Pribadi;

c. penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi,
dan/atau

d. denda administratif.

Sanksi administratif berupa denda administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling
tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau

~ penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

Penjatuhan  sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh lembaga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BABIX . ..
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BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 58

Pemerintah berperan dalam mewujudkan
penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh lembaga.

Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Presiden.

Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- bertanggung jawab kepada Presiden.

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Presiden.

Pasal 59

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2)
melaksanakan:

a.

perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi
Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi
Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan

- Prosesor Data Pribadi;

b. pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan
Data Pribadi;

c. penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran
Undang-Undang ini; dan

d. fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Pasal 60

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2)

berwenang:

a.. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang

Pelindungan Data Pribadi;

b. melakukan . .
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melakukan  pengawasan  terhadap  kepatuhan
Pengendali Data Pribadi;

menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran
Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan Pengendali
Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;

membantu aparat penegak hukum dalam penanganan
dugaan tindak pidana Data Pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini;

bekerja sama dengan lembaga Pelindungan Data
Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan

. pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara,;

melakukan penilaian terhadap pemenuhan
persyaratan transfer Data Pribadi ke luar wilayah
hukum Negara Republik Indonesia;

memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil
pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau
Prosesor Data Pribadi;

melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan
Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan

' terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;

melakukan pemeriksaan dan penelusuran atas
pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan
terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan
Data Pribadi;

memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/atau
Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran
Pelindungan Data Pribadi;

meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen
dari Setiap Orang dan/atau Badan Publik terkait
dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;

. memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan

dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan
pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;

n. melakukan . . .
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melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap
sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat
yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau
Prosesor Data Pribadi, termasuk memperoleh akses
terhadap data dan/atau menunjuk pihak ketiga; dan

meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam

- penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi.

Pasal 61

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan wewenang
lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

(1)

(2)

(1)

(2)

BAB X
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 62

Kerja sama internasional dilakukan oleh Pemerintah
dengan pemerintah negara lain atau Organisasi
Internasional terkait dengan Pelindungan Data
Pribadi.

Kerja sama internasional dalam rangka pelaksanaan
Undang-Undang ini dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan
prinsip hukum internasional.

BAB XI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 63

Masyarakat dapat berperan baik secara langsung
maupun tidak langsung dalam mendukung
terselenggaranya Pelindungan Data Pribadi.

Pelaksanaan peran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan melalui pendidikan,
pelatihan, advokasi, sosialisasi, dan/atau pengawasan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BABXII . . .
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BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA DAN HUKUM ACARA

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 64

Penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi
dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga
penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian
sengketa dan/atau proses peradilan Pelindungan Data
Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Alat bukti yang sah dalam Undang-Undang ini meliputi:

"~ a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum

acara; dan

b. alat bukti lain berupa informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal diperlukan untuk melindungi Data Pribadi,
proses persidangan dilakukan secara tertutup.

BAB XIII

LARANGAN DALAM PENGGUNAAN DATA PRIBADI

(1)

(2)

(3)

Pasal 65

Setiap Orang dilarang secara melawan hukum
memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang
bukan miliknya dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat
mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.

Setiap Orang dilarang secara melawan hukum
mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.

Setiap Orang dilarang secara melawan hukum
menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.

Pasal 66 . ..
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Pasal 66

Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau
memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat
mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum
memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang
bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan
diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan
kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum
mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum
menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 68

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi
palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat
mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 69 . ..
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Pasal 69

Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 dan Pasal 68 juga dapat dijatuhi pidana
tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau
harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak
pidana dan pembayaran ganti kerugian.

(1)

(4)

5o 0

Pasal 70

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dilakukan oleh Korporasi,
pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang
kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau
Korporasi.

Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi
hanya pidana denda.

Pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi
paling banyak 10 (sepuluh) kali dari maksimal pidana
denda yang diancamkan.

Selain dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Korporasi dapat dijatuhi pidana

- tambahan berupa:

a. perampasan  keuntungan dan/atau  harta
kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak
pidana;

b. pembekuan seluruh atau sebagian wusaha
Korporasi;

c. pelarangan permanen melakukan perbuatan
tertentu;

d. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha
dan/atau kegiatan Korporasi;

melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan;
pembayaran ganti kerugian;
pencabutan izin; dan/atau

pembubaran Korporasi.

Pasal 71 . ..
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Pasal 71

Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana
denda, terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu)
bulan sejak putusan telah memperoleh kekuatan
hukum tetap untuk membayar denda tersebut.

Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diperpanjang untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) atau ayat (2) maka harta kekayaan atau
pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh
jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak
dibayar.

Dalam hal penyitaan dan pelelangan harta kekayaan
atau pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk

~ dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti

(5)

(1)

dengan pidana penjara paling lama sebagaimana
diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Lamanya pidana penjara sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) yang ditentukan oleh hakim, dicantumkan
dalam putusan pengadilan.

Pasal 72

Dalam hal penyitaan dan pelelangan harta kekayaan
atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71 ayat (4) dilakukan terhadap terpidana
Korporasi dan tidak cukup untuk melunasi pidana

- denda, Korporasi dikenakan pidana pengganti berupa

pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha
Korporasi untuk jangka waktu paling lama S5 (lima)
tahun.

Lamanya pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan
usaha Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang ditentukan oleh hakim, dicantumkan dalam
putusan pengadilan.

Pasal 73 ...



